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ABSTRAK 

Dispensasi kawin adalah perizinan melakukan pernikahan antara dua 

orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang 

usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila 

dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus 

menyantumkan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

setempat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, jumlah pengajuan 

dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat mengalami 

peningkatan.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  yang melatar belakangi 

seseorang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama 

Kelas II Krui Lampung Barat dan bagaimana dampak perubahan usia perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan 

Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan 

gambaran data lengkap yang diperoleh dari Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi. dalam menentukkan partisipan, menggunakan teknik Random 

Sampling. Partisipan ini berjumlah 11 Orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang melatar belakangi 

terjadi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, yaitu faktor hamil di luar 

nikah, pendidikan yang rendah, ekonomi, tidak mengetahui adanya perubahan 

Undang-Undang Perkawinan. Dampak perubahan usia perkawinan dalam 

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah terjadinya peningkatan jumlah 

permohonan dispensasi pernikahan. Terhitung 2020-2021. Dampak positif 

peningkatan usia perkawinan menunggu usia 19 tahun, meningkatnya kesadaran 

masyarakat bahwa menikah dilakukan setalah setelah calon matang fisik dan 

psikis, dampak positif setelah diberikan dispensasi kepada pemohon yaitu untuk 

menutupi aib keluarga dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Batas usia 

pernikahan ini sangat berdampak terhadap jumlah pengajuan dispensasi nikah. 

Terjadi peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2020-2021 di Pengadilan 

Agama Kelas II Krui Lampung Barat meningkat dari selama 2020-2021 

meningkat sebesar 713%.  

 

Kata Kunci: Dampak Perubahan Usia Peerkawinan, Dispenasi Perkawinan 
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MOTTO 

نْ  مْ م ِّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ُ جَعَل يْنَ وَحَفَدَةً وَاللّٰه مْ بَنِّ

ُ
ك زْوَاجِّ

َ
نْ ا مْ م ِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
جَعَل زْوَاجًا وَّ

َ
مْ ا

ُ
ك نْفُسِّ

َ
ا

فُرُوْنََۙ 
ْ
ِّ وُمْ يَك عْمَتِّ اللّٰه نِّ نُيْنَ وَبِّ لِّ يُؤْمِّ بَاطِّ

ْ
ال فَبِّ

َ
ِۗ ا بٰتِّ ِّ

ي  نَ الطَّ مْ م ِّ
ُ
رَزَكَك  ٧٢وَّ

 
Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, 

menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta 

menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka 

beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar 

(Q.S. An-Nahl:72) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah: ―Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan 

Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Krui 

Lampung Barat). Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam 

menafsirkan judul tersebut di atas maka penulis akan menjelaskan istilah-

istilah yang ada pada judul skripsi tersebut. 

Adapun beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
1
 

2. Usia adalah umur atau dengan kata lain usia ialah satuan waktu yang 

mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup 

maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun 

diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.
2
 

3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

                                                           
1
Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 

2017), 243 https://kbbi.kemdikbud.go.id/. 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), 1539. 
3
Lembaran Negara and Republik Indonesia, ―Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖ (Jakarta, 1974), 2. 



2 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia yang diundangkan dengan lembaran negara dengan 

Nomor 186 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan di 

dalam pasal 7 yang berisi tentang perubahan umur perkawinan yakni pasal 7 

ayat (1), (2), (3) dan (4) bagi warga Negara Indonesia.
4
 

5. Dispensasi secara etimologis dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari 

aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat 

pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau 

larangan.
5
 Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan 

yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak 

melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.
6
 

  Berdasarkan dari beberapa penegasan judul di atas yang dimaksud 

dalam judul ini adalah dampak dari adanya perubahan usia perkawinan yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah 

Pengajuan Dispensasi Perkawinan.   

B. Latar Belakang Masalah 

Menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur 

dapat melakukan ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan dapat terlaksana 

apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual 

                                                           
4
Lembaran Negara and Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖ (Jakarta, 1974), 2. 
5
sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2. 

6
Mughniatul Ilma, ―Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi 

Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,‖ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 

Islam 2, no. 2 (2020): 144 https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478. 



3 

 

 

 

untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan 

masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, 

tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun 

perempuan.
7
 Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di 

antara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal 

ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu 

semata. Allah dalam firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur‘an surat An-Nisa 

Ayat 1 menganjurkan adanya perkawinan, adapun ayatnya tersebuat adalah: 

نْىَا زَوْجَىَا  قَ مِّ
َ
خَل دَةٍ وَّ احِّ نْ نَّفْسٍ وَّ مْ م ِّ

ُ
لَك

َ
يْ خَل ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
يُّىَا النَّاسُ اثَّلُيْا رَبَّك

َ
يٰٓا

رْحَ 
َ
ا
ْ
هٖ وَال يْنَ بِّ

ُ
يْ تَسَاۤءَل ذِّ

َّ
َ ال سَاۤءًۚ  وَاثَّلُيا اللّٰه نِّ يْدًا وَّ ثِّ

َ
ا ك

ً
جَال نْىُمَا رِّ  مِّ

امَ ِۗ وَبَحَّ

يْبًا ) النساۤء/ مْ رَكِّ
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك نَّ اللّٰه  (1: 4اِّ

“Hai sekalian manusia,bertawakalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertawakalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. 

An-Nisa[4]:1).
8
 

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut 

karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat 

dan seluruh umat manusia.
9
 

 

                                                           
7
Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan (Bandung: Pustaka Al-

Fikris, 2017), 23. 
8
Kementerian Agama, Qur‘an Kemenag,, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020, 

77, https://quran.kemenag.go.id/%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2/282. 
9
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: PT Al-Ma‘arif Cet-14, 2017), 18. 



4 

 

 

 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat : 13 

 ي
َ
كَبَاىِٕۤل مْ شُعُيْباً وَّ

ُ
نٰك

ْ
نْثٰى وَجَعَل

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِّ

ُ
لْنٰك

َ
نَّا خَل يُّىَا النَّاسُ اِّ

َ
يٰٓا

يْدٌ  يْمٌ خَبِّ َ عَلِّ
نَّ اللّٰه مْ ِۗاِّ

ُ
ثْلٰىك

َ
ِّ ا نْدَ اللّٰه مْ عِّ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
نَّ ا جَعَارَفُيْاۚ  اِّ  لِّ

 (11: 44) الحجرٰت/

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

(Q.S. Al-Hujarat[49]:13).
10

 

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang tersebut merupakan salah 

satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat yang 

merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa 

―Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖.
11

 Pengertian 

tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah 

seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro 

menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di 

                                                           
10

Kementerian Agama, Qur’an Kemenag, 517. 
11

Intan Rif‘atul Hakim, ―Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin: 

Studi Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016‖ (Disertasi, Ponorogo: Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 20. 
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masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai 

syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.
12

 

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar 

dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu ada 

nya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. 

Artinya secara fisik laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang 

bisa dikatagorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.
13

 

Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam 

bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap 

dewasa dan matang dari masing-masing calon.
14

 Dalam hukum Islam usia 

dewasa dikenal dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur‘an tidak 

akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika 

di teliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur‘an yang memiliki korelasi dengan 

usia baligh. Yaitu surah An-Nisa ayat 6 : 

غُ 
َ
ذَا بَل ىٓ اِّ يَجٰمٰى حَته

ْ
يا ال

ُ
نْىُمْ رُشْدًا فَادْفَعُيْٓا وَابْجَل سْجُمْ م ِّ

َ
ن
ٰ
نْ ا كَاحَۚ فَاِّ يا الن ِّ

ا  يًّ انَ غَنِّ
َ
بَدُوْا ِۗ وَمَنْ ك

ْ
نْ يَّك

َ
دَارًا ا بِّ

سْرَافًا وَّ يْوَآ اِّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا ثَأ

َ
ىُمْۚ  وَل

َ
مْيَال

َ
مْ ا يْىِّ

َ
ل اِّ

ذَ  مَعْرُوْفِّ ِۗ فَاِّ
ْ
ال  بِّ

ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
يْدًا فَل انَ فَلِّ

َ
فْۚ  وَمَنْ ك يَسْجَعْفِّ

ْ
مْ فَل يْىِّ

َ
ل ا دَفَعْجُمْ اِّ

يْبًا ) النساۤء/ ِّ حَسِّ
اللّٰه فٰى بِّ

َ
مْ ِۗ وكَ يْىِّ

َ
دُوْا عَل شْىِّ

َ
ىُمْ فَا

َ
مْيَال

َ
 (6: 4ا

                                                           
12

Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10. 
13

Lukman, ―Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam 

Perkawinan,‖ Qiyas: Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2019): 1 

http://dx.doi.org/10.29300/qys.v4i1.2009. 
14

Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji, 2018), 233. 
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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta 

anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 

anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 

menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).‖(Q.S. An-Nisa 

[6]:4)
15

 

 

Faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir 

dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan 

anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan 

tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memlihara serta meneruskan keturunan dalam 

menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluaraga dan masyarakat.
16

 

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu 

sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering 

terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur 

untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya.
17

 Untuk itu harus dicegah 

adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur dan 

Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri 

                                                           
15

Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” 501. 
16

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 26–27. 
17

Mubasyaroh, ―Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi 

Pelakunya,‖ Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 409 

http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161. 
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harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
18

 Disini penulis akan 

mengadakan penelitian mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yang 

terjadi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat karena terdapat banyaknya 

faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi perkawinan, antara 

lain sebagai berikut: karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, dan faktor kemauan anak itu sendiri juga apabila terjadi perbuatan 

yang tidak diinginkan seperti terjadinya kehamilan diluar pernikahan, adapun 

dampak yang sangat mempengaruhi salah satunya adalah kurangnya 

pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pria maupun wanita yang melakukan 

usia dini beserta orang tua mereka. Mereka tidak terlalu memikirkan dampak 

dari pernikahan usia dini yang mereka lakukan.
19

 Melihat begitu banyaknya 

dampak negatif yang dihasilkan dari perkawinan anak, menentukan batas 

minimal usia perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dapat 

menciptakan perkawinan yang sehat dan harmonis.  

Indonesia sendiri sebelumnya batas minimal usia perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

Ayat (1). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 

                                                           
18

Sofia Hardani, ―Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan 

Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia,‖ Jurnal Pemikiran Islam 40, no. 2 (2015): 126–39 

http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503. 
19

Fera Erawati and Ashif Az Zafi, ―Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan 

UU Pernikahan,‖ Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2019): 109–10 https://doi.org/ 

tarbawy.v6i2.1240. 
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apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai usia 16 tahun.
20

  

Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi yang mana 

merupakan lembaga negara pengawal kontitusi melakukan uji materi terhadap 

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 

tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi karena tidak 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keluarlah 

putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana dalam putusannya MK 

memerintahkan lembaga pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Pertimbangan 

lainnya adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, diharapkan dengan 

dinaikkannya usia perkawinan dapat mengurangi perkawinan anak dan juga 

dapat menggurangi tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa perkawinan anak adalah salah satu penyebab tingginya 

tingkat perceraian di Indonesia. Dengan keluarnya putusan MK tersebut maka 

DPR RI resmi membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

Berlandaskan hal diatas batas minimal usia perkawinan bagi wanita 

disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan 

belas) tahun. Aturan tersebut mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2019. Batas 

usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat 

                                                           
20

Lembaran Negara and Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan‖ (Jakarta, 2019), 5. 



9 

 

 

 

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan 

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 

(enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju 

kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. 

Oleh sebab itu, penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam 

masyarakat dengan judul Dampak Perubahan Usia Perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi 

Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat). 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

a. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan Undang-Undang terhadap perubahan usia 

perkawinan. 

2. Meningkatnya kasus dispensasi pada saat perubahan Undang-Undang 

terdahulu. 

b. Batasan Masalah 

Uraian identifikasi di atas, maka peneliti membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti membatasi penelitian yaitu pada Dampak Perubahan Usia 

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap 

Jumlah Pengajuan Dipensasi Perkawinan. 
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2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian adalah:  

1. Bagaimanakah faktor yang melatar belakangi orang mengajukan 

permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui? 

2. Bagaimanakah dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di 

Pengadilan Agama Krui Lampung Barat ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi seseorang mengajukan 

permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui  

b. Untuk mengetahui dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan Dispensasi 

Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut: 

1. Signifikasi Akademis 
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Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Dampak 

Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan. 

2. Signifikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi 

masyarakat baik kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat pada 

umumnya mengenai perkawinan dibawah umur, bagaimana baik buruknya 

sehingga dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terhadap kajian penelitian terdahulu yang 

relevan berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan, maka ditemukan 

penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perubahan 

usia perkawinan, ditemukan subtansi yang berbeda dengan persoalan yang 

penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun kajian relevan terdahulu adalah 

sebagai berikut:  

Hotmartua Nasution (2019), Pembaharuan Hukum Keluarga Islam 

Tentang Usia Perkawinan di Indonesia ―( Studi atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan)‖. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah proses 

pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di 

Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang 
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berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai pasca lahirnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah kurang 

lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun 

Bab nya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali ke 

Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi 

menolak permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia 

perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang 

pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di 

Indonesia.  

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

sebagaimana batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 

16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia 

laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) yang 

menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini fokus pada perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan skripsi penulis fokus 

terhadap dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019.
21

 

                                                           
21

Hotmartua Nasution, ―Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan 

Di Indonesia: Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
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Valeriel Margarettha Susanto (2021), ―Efektifitas Batas Usia 

Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang)‖. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah faktor-faktor 

pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah faktor hamil 

diluar nikah pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu 

diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa 

anak-anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi fase dimana seseorang 

pada mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini 

dinamakan pubertas, dari adanya perubahan ini banyak anak-anak yang 

menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal-hal yang membuat 

mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk, karena pada masa 

remaja belum bisa membedakan mana pergaulan maka dapat membentuk 

perilaku yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami 

kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik 

dengan lawan jenis, berusaha mencari perhatian orang, dan muncul perasaan 

suka atau cinta dengan lawan jenisnya dan berakhirnya melakukan hal-hal 

diluar batas sehingga hamil duluan. Adapun factor yang mempengaruhi, antara 

lain Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan.
22

 

                                                                                                                                                               
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan‖ (Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2019), 102–103. 
22

Valeriel Margarettha Susanto, ―Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi 

Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang)‖ (Universitas Islam Malang, 2021), 705. 
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Saffira Wahyu Septiana (2020), ―Implementasi Batas Usia Minimal 

Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (KUA Kecamatan Pacitan)‖. 

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : pembatasan usia minimal perkawinan 

yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 tahun 

2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan 

diterapkanya Undang-Undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur 

lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia 

perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal 

perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.
23

 

Penelitian ini fokus pada pembatasaan usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian penulis fokus terhadap 

dampak-dampak yang melatar belakangi seseorang melakukan dispensasi 

perkawinan. 

Disimpulkan bahwa penelitian yang dikerjakan mempunyai hasil 

penelitian yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian 

Hotmartua Nasution membahas tentang sejarah pembaruan hukum islam 

tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Pada penelian Valiriel 

Margarettha Susanto membahas tentang  efektivitas batas usia perkawinan dan 

dispensasi perkawinan (pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

                                                           
23

Saffira Wahyu Septiana, ―Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan 

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 

Studi Di KUA Kecamatan Pacitan‖ (Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2020), 7. 
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UU No.1 Tahun 1974. Pada penelitian Saffira Wahyu Septiana membahas 

tentang regulasi UU No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia 

pernikahan sudah di terapkan dan dapat diterima secara efektif dalam 

masyakat.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa skripsi yang 

peneliti tulis dengan judul ―Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan 

Dispensasi Perkawinan‖ belum pernah diteliti dengan peneliti lain khususnya 

di UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 

H. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode adalah ―cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara 

seksama untuk mencapai tujuan‖. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. 

Jadi metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan 

untuk mengadakan suatu penelitian. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan 

(fild research). Penelitian ini menangani data yang bersumber dari 
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lapangan yang tentunya mengenai masyarakat yang berkenaan Jumlah 

Pengajuan Dispensasi Perkawinan studi di Pengadilan Agama Krui 

Lampung Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan 

hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta 

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual 

dan cermat.
24

 Penelitian ini bersifat deskriptif  karena penelitian ini 

semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum.
25

 Dalam penelitian ini penulis 

akan mendekripsikan penelitian ini berkaitan dengan Dampak Perubahan 

Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah 

Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung 

Barat. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam sumber 

data yaitu: 

a. Data Primer  

                                                           
24

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7. 
25

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 1986), 3. 
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Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek 

yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
26

 Tentunya data yang 

dihasilkan langsung merupakan data yang didapat di Pengadilan 

Agama Krui Lampung Barat. Data tersebut bersumber dari hakim yang 

memeriksa permohonan dispensasi perkawinan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri. 

Walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya dat asli.
27

 Sumber lain 

atau sumber sekunder ini di antaranya berasal dari literatur seperti 

buku-buku referensi, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Undang-Undang, jurnal tentang masalah Dispensasi serta literatur lain 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi yang digunakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

                                                           
26

Moh. Pubunda Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57. 
27

Ibid., 58. 
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kesimpulannya.
28

 Seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian akan 

dikenai generalisasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah 107 Orang yang mengajukkan Dispensasi Perkawinan Pada tahun 

2020-2021, 1 Orang Panitera Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.  

b. Sampel  

Sampel bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
29

 Dari 107 maka 

penulis mengambil sampel sesuai dengan teori Suharsimi Arikunto jika 

subjeknya lebih dari 107 orang sebaiknya diambil semuanya, jika 

subjeknya besar atau lebih dari 107 orang dapat diambil 10-15% atau 20-

25% atau lebih dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel sebesar 

10%, sehingga berjumlah 107 x 10% = 10,7.
30

 Sesudah perubahan dari 

tahun 2020-2021 jumlah pengajuan dispensasi perkawinan 107 dari 

populasi tersebut diambil 10% dari populasi sehingga jumlah sampelnya 

10% x 107 pengajuan = 10 orang. Alasan peneliti menggunakan 10 % 

karena jumlah pengajuan dispensasi 107 tidak mungkin diambil semua 

menjadi sampel.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Metode wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu melihat 

                                                           
 

28
Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2018), 

231. 

 29
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta , 2020),  91. 

 
30

Ibid.,233. 
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muka dan yang satu mendengar dengan telinga sendiri. Tentunya 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin artinya 

pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas. 

Peneliti akan mewawancarai narasumber terkait keluarga yang 

melakukan pengajuan dispensasi perkawinan, hakim atau panitera 

yang ada di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, 

dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
31

 Metode dokumentasi juga merupakan data yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa liberary riset, dokumentasi, transkip, buku, surat kabar, 

majalah agenda dan lain sebagainya. Tujuan penulis menggunakan 

dokumen ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh data 

secara tertulis yang terkait dengan permasalahan, baik yang berkaitan 

dengan peraturan dalam konteks keislaman maupun pandangan pakar 

hukum islam. 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

umumnya dilakukan dengan cara antara lain: 

                                                           
31

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND (Bandung: Alfabeta, 2012), 

240. 
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a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi data apakah data itu sudah 

terkumpul dengan lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah 

yang dikaji.
32

 

b. Rekontrusksi data (rekontructing) yaitu Menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis, sehingga mudah unruk dipahami dan di 

implementasikan. 

c. Sistematis data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.
33

 

6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau suatu 

pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 

orang-orang ditempat penelitian. 

Pengelolahan anlisis data ini menggunakan metode anlisis datanya 

yaitu menggunakan metode berpikir induktif, atau berangkat dari fakta-

fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari 

fakta tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
34

 Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian 

dapat diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini juga 

dapat dipergunakan untuk menyaring dan menimbang data yang benar dari 

pembahasan penelitian ini. 

                           

                                                           
32

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 128. 
33

Sutrisno Hadi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 202. 
34

Ibid., 201. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka di perlukan adanya 

sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun 

sistematika tersebut dibagi yang meliputi ; 

Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sisitematika pembahasan. 

Bab II Kerangka teori berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang 

berisi tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian Dispensasi kawin, 

serta syarat-syarat Dispensasi Kawin. 

Bab III Mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Krui sejarah serta 

perkembangannya. Selain itu pula pada Bab ini dibahas mengenai perjalanan 

Undang-Undang Perkawinan sejak pertama kali diundangkannya sampai 

mengalami perubahan sampai saat ini.  

Bab IV Analisis dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi 

Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat diperoleh dari hasil 

wawancara. 

Bab V Merupakan Bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan 

dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar Pustaka dan 

dilengkapi pula dengan berbagai lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangant penting 

dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang 

wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat 

menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu 

keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan 

perkawian manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan 

kekeluargaan dan meneruskan keturunan.
35

 

Perkawinan menurut syara‘ yaitu akad yang ditetapkan syara‘ 

untung membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan 

perempuan
36

 dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan 

perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk 

dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi 

nasab, sesusuan, dan keluarga.
37

 

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendifinisikan nikah menurut 

istilah syara‘ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubugan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna 

denganya. 

                                                           
35

Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, Potret Keluarga Sakinah, (Surabaya: Media Idaman 

Press, 1993), 7 
36

Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 8 
37

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9 Cet.10, (Damaskus: Darul Fikri, 

2007), 48  
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Perkawinan dalam litelatur Fiqh berbahasa arab disebut dengan dua 

kata, yaitu Nikah dan Jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam 

kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‘an 

dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam Al-Qur‘an dengan arti 

Kawin.
38

 Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32: 

يْ 
ُ
نْ يَّك مِْۗ اِّ

ُ
مَاۤىِٕك مْ وَاِّ

ُ
بَادِّك نْ عِّ يْنَ مِّ حِّ لِّ مْ وَالصه

ُ
نْك يَامٰى مِّ

َ
ا
ْ
حُيا ال نكِّْ

َ
نُيْا فُلَرَاۤءَ وَا

ير/ يْمٌ ) الن  عٌ عَلِّ ُ وَاسِّ
نْ فَضْلِّهِٖۗ وَاللّٰه ُ مِّ

مُ اللّٰه ىِّ  (24: 42يُغْنِّ
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. An-Nur [32]: 24) 

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat 

beberapa rumusan yang saling melengkapi.dikalangan ulama Syafi‘iyyah 

rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung 

maksud membolehkan hubungan kelamin dengan mengunakan lafadz Na-

KaHa atau Ja-Wa-Za.
39

 

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang 

disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. ahmad 

Ghandur dalam bukunya Al-Akhwal Al-Syakhsiyah fi Al-Tasyri‘ al-Islam 

: akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan 

perempuan dalam tuntuna naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan 

                                                           
38

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 

38. 
39

Ibid, 40,  
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menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan 

kewajiban.
40

 

Sementara itu dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 1: perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (Rumah Tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
41

 

2. Dasar Hukum Perkawinan  

Dasar disyariatkana perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-

Qur‘an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21:  

قَ 
َ
نْ خَل

َ
هٖٓ ا يٰجِّ

ٰ
نْ ا مْ وَمِّ

ُ
 بَيْنَك

َ
يْىَا وَجَعَل

َ
ل نُيْٓا اِّ

ُ
تَسْك ِّ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
ك نْفُسِّ

َ
نْ ا مْ م ِّ

ُ
ك
َ
ل

رُوْنَ 
َّ
جَفَك لَيْمٍ يَّ ِّ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
كَ ل يْ ذٰلِّ  فِّ

نَّ رَحْمَةً ِۗاِّ ةً وَّ يَدَّ وم/ ٢١مَّ  (11: 13) الر 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21).
42

 

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, 

maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah 

dan Rasulnya. Adapun dasar huku perkawinan dalam Islam adalah 

bersumber dari dalil Al-qur‘an surat An-nahl ayat 72:  

                                                           
40

 Ibid, 39,  
41

Undang - Undang No. 1Tahun 1974 Tentaang Perkawinan, 8 
42

 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemah, 407  
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ُ
ك
َ
 ل
َ
ُ جَعَل يْنَ وَحَفَدَةً وَاللّٰه مْ بَنِّ

ُ
ك زْوَاجِّ

َ
نْ ا مْ م ِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
جَعَل زْوَاجًا وَّ

َ
مْ ا

ُ
ك نْفُسِّ

َ
نْ ا مْ م ِّ

فُرُوْنََۙ 
ْ
ِّ وُمْ يَك عْمَتِّ اللّٰه نِّ نُيْنَ وَبِّ لِّ يُؤْمِّ بَاطِّ

ْ
ال فَبِّ

َ
ِۗ ا بٰتِّ ِّ

ي  نَ الطَّ مْ م ِّ
ُ
رَزَكَك  وَّ

 (21: 16) النحل/

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah " (Q.S. An-

Nahl [72]:16)
43

 

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran 

menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan 

berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan 

memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk 

menerimanya. 

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih 

seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan 

demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki 

untuk pasangan hidupnya.  

Segolongan Fuqoha yakni jumhur berpedapat bahwa nikah itu 

hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu 

wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi 

sebagian untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainya dan mubah 

untuk golongan lainya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan 

                                                           
43

 Ibid, 275 
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kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi‘I mengatakan bahwa 

hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram 

dan makruh.
44

 

a. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya 

wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percya 

diri bahwa dia dapat mengakaan keadilan dalam pergaulan dengan istri 

yakni pergaulan dengan baik. 

b. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki 

kemampuan biaaya nikah, mampu mengakan keadilan dalam 

pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan 

kut akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. 

c. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki 

kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia 

menikah. 

d. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi 

campuran.seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan 

tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi 

penganiyaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin. 

3.  Tujuan Perkawinan  

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa 

Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan 
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duniawi dan ukhrowi.
45

 Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang 

tubuh ajaran figh, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni: 

a. Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk 

dengan khaliknya; 

b. Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya 

sehari-hari; 

c. Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga; dan 

d. Rub’al-jinayat, yang menata pengamananya dalam suatu tertib 

pergaulan yang menjamin ketentramannya.
46

 

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam 

penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa ―tujuan perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal‖, untuk itu suami istri 

perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat 
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mengembangkan keperibadiannya, untuk membantu dan mencapai 

kesejahteraan materiil dan spirituil. 

Seperti yang tercatum dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya 

penjelasan Pasal 1 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan 

Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi 

unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. 

Membentuk keluarga ―yang bahagia‖ erat hubungan dengan keturunan 

yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sesuai dengan 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat 

hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharanan dan pendidikan 

anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan 

menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan 

menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.  

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan 

Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: ―dengan tujuan 

membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal 
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berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa‖. Rumusan tersebut mengandung 

harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh 

kebahagian yang sifatnya sementara tetapi kebahagian yang kekal, yang 

hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar 

pandangan itu maka pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan 

yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.
47

 

4. Syarat dan Rukum Perkawinan 

a. Pengertian Syarat  

Sebagaimana di definsikan oleh ibnu As-Subki syarat adalah 

segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena 

ketiadaanya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu 

itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya. 

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan  (ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu. 

Definisi mudahnya contoh menutup aurat merupakan syarat sah 

nya sholat, maka apabila seseorang tidak menutup aurat maka tidak sah 

sholatnya. Tetapi apabila seseorang telah menutup auratnya tidak 

begitusaja sholatnya terlaksana. Terlaksana atau belum, tergantung 

pada shalat itu sudah dikerjakan atau belum, bukan tergantung ia sudah 

menutup aurat atau belum. 
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Ibnu Al-Hajib mendefinisikan syarat adalah segala hal yang 

ketiadaanya mengharukan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan 

karena hubungan seba akibat. Definisi ini sama dengan definisi 

sebelumnya hanya disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Kalau 

kita pakai contoh diatas, maka tidak menutup aurat membuat sholat itu 

tidak ada, alias tidak sah. Tapi dikatkan bukan hubungan sebab akibat, 

maksudnya meski tanpa menutup aurat shalat menjadi tidak sah, tetapi 

kalo ditutup bukan berarti sholat telah terlaksana. Syarat sahnya 

perkawinan adalah sebagai berikut: 

1) Syarat bagi kedua mempelai 

Adapun persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan 

erat dengan rukun-rukun nikah yaitu : 

a) Syarat calon mempelai laki-laki yaitu: 

(1) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri 

(2) Kemauan sendiri (merdeka ) 

(3) Jelas identitasnya 

(4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram
48

 

b) Syarat mempelai perempuan,yaitu: 

(1) Tidak ada halangan syar‘i. 

(2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah. 

(3) Tidak hubungan mahram. 
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(4) Tidak dalam keadaan iddah. 

(5) Kemauan sendiri ( merdeka ) 

(5) Jelas identitasnya. 

(6) Tidak sedang menjalankan ihram. 

2) Syarat-syarat wali yaitu:
49

 

a) Laki-Laki 

b) Baligh 

c) Sehat akalnya 

d) Tidak dipaksa 

e) Adil 

f) Tidak sedang ibadah ihram. 

3) Syarat-syarat saksi yaitu: 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Sehat akalnya 

d) Adil 

e) Mendengar dan melihat 

f) Tidak dipaksa 

g) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram 

h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. 

4) Syarat ijab dan qabul:
50
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a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakili, sedangkan qabul 

dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya 

dengansyarat yang ketat ), keduanya harus mumayyiz. 

b) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan 

qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau 

perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 

c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misalnya, seorang 

wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka, yang 

diterimakan dalam qabul harus putri A. 

d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar 

oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai. 

b. Pengertian Rukun  

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, 

penyangga, dan penegak bagunan. Dan kadang secara bahasa rukun 

bermkana sisi yang lebih kuat dari perkara yang yang utama, sedangkan 

secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai apa yang membuat sesuatu 

tidak akan ada keculi denganya. 

Maksudnya adalah bahwa yang disebut sebagai rukun adalah pokok 

dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunya tidak 

terdapat. Maka yang dimaksud rukun nikah adalah bagin-bagian utama 

dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka 

perkawinan itu menjadi tidak sah.  
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Rukun menurut ulama hanafiyah adalah hal yang menentukan 

keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Rukun menurut 

jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadan sesuatu, 

sesuatu terebut tidak akan terwujud melainkan denganya. Atau dengn kata 

lain merupakan hal yang harus ada.
51

 

Perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun dikalangan para 

ulama: 

a. Mazhab Al- Hanafiyah 

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah hanya ada satu saja Ijab 

Qabul atau akad nikah itu sendiri.  

b. Mazhab Al-Malikiyah 

Menurut mazhab malikiyah rukun nikah itu ada 3 perkara, yaitu 

1. Wali nikah 

2. Mahallunnikah yaitu suami istri 

3. Sighah atau ijab qobul. 

c. Mazhab As-Syafi’iyah 

Dalam Mazhab Syafi‘I adalah mazhab yang paling bayak 

menyebutkn rukun nikah yaitu : 
52
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a. Sighah 

b. Suami dan Istri 

c. Dua orang saksi 

d. Wali 

d.  Mazhab Al-Hanabaliyah 

Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan rukun nikah ada 3 perkara, 

yaitu
53

 

1. Pasangan suami istri 

2. Ijab 

3. Qobul 

Adapun mahar atau mas kawin tidak termasuk kdalam rukun nikah, 

mengingat bahwa Rasululah pernah menikahkan wanita, namun wanita itu 

melepaskan haknya atas mahar. 

d. Macam-Macam Rukun  

1. Suami Istri 

Suami istri sering disebut az-zauzani yaitu pasangan calon suami 

dan istri Mahhalul ‗aqd, kadang juga disebut al-‗aqidani yaitu pihak-pihak 

yang terkait dengan akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri 

oleh sebagian besar ulam menjad rukun dalam sebuah akad nikah, keuali 

dalam pendapat Al-Hanafiyah. 
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Namun yang dimaksud keberadaan disini bukan berarti hadir 

dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaa dsisni adalah 

bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai 

calon pasangan suami istri yang sah. 

2. Wali 

Pengertian wali adalah orang yang karena kedudukanya berwenang 

untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Perwalian dalam 

perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‘i atas segolongan 

manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena 

kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatan 

sendiri.
54

 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 

mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali 

itu ditempatkan sebagai rukun dalam rukun perkawinan menurut 

kesepakatan para ulama  secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri 

wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dan juga dapat pula sebagai orang yang dimintai 

persetujuanya untuk keberlangsungan perkawinan tersebut. 
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Orang yang berhak jadi wali itu ada tiga kelompok: 

a) Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan 

perempuan yang akan kawin. 

b) Wali Mu‘thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan 

c) Bekas hambasahaya yang dimerdekakanya. 

d) Wali Hakim yaitu orang yang menjadi dalam kedudukanya sebagai 

penguasa. 

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan 

para ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh  tidak adanya petnjuk yang 

jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur‘an tidak membicarakan sama sekali 

siapa yang berhak jadi wali 

3. Saksi 

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya 

ada kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sanggahan dari 

pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan 

kedudukan saksi dalam perkawinan, ulama jumhur berbeda pendapat, dari 

ulama Syafi‘iyah dan Hanabalih menempatkan saksi kedalam rukun dalam 

perkawinan.
55

 

Sementara ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan saksi 

kedalam Syarat perkawinan. Demikian pula keadaan ulama malikiyah, 

tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam akad perkawinan, 
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yang diperlukan adalah mengumumkan namun diisyaratkan adanya 

kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya. 

Pendapat berbeda dengan jumhur ulama diatas adalah dari ulama 

Syi‘ah Imamiyah, bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu 

berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa 

adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hukumnya adalah Istihbab, 

dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban. 

4. Ijab Kabul 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak 

yang melangsungkan perkawinan dlam bentuk Ijab dan Kabul, Ijab adalah 

penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari 

pihak kedua Para Ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan baru diangap 

sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qaabul antara 

wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarya, atau antara pihak 

yang menggantikanseperti wakil dan walidan dianggap tidak sah hanya 

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.
56

 

e. Perbedaan Rukun dan Syarat 

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, 

yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan 

sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah bila satu 
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dari sekian rukunnya tidak terpenuhi, demikian juga bila kurang disalah 

satu syarat nya juga tidak sah. 

Tetapi antara rukun dan syarat juga punya perbedaan yang 

prinsipil, meski sangat tipis. Sehingga saking tipisnya itulah para ulama 

seringkalai berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk kedalam 

daftar rukun atau kedalam daftar syarat. 

Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun 

itu masuk dan berada didalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat, 

tidak termasuk kedalam ritual ibadah posisinya terletak sebelum ritual 

ibadah.
57

 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 

keduanya merupakan suatu yang harus ditiadakan. Dalam suatu acara 

perkawinan upamanya rukun dan syarat tidak boleh tertiggal, dalam arti 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah suatu yang berada dalam hakikat dan bagian atau unsur yang 

mengujudkan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan 

tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun, dalam 

arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula 
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syaat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteia dari unsur-

unsur rukun. 

Semua ulama sependapat  dalam hal-hal yang terlibat dan yang 

harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan 

kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi 

yag menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin. 

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang 

berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawnina itu. Oleh 

karena itu,yang menjadi rukun perkawinan oleh lama golongan hanafiyah 

hanyalah akad nikah yang diakukan oleh kedua pihak yang 

melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainya seperti saksi dan 

mahar dikelompokan kedalam syarat perkawinan.   

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang 

akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan 

perkawinan dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah 

berlangsungnya perkawinan itu. Berdasarkan uraian tersebut rukun 

perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut: 

a. Calon mempelai laki-laki 

b. Calon mempelai perempuan 

c. Wali dari pihak perempuan yang akan mengakadkan perkawinan 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Qobul yang dilakukan oleh suami. 
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Mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk kedalam 

rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan 

dan tidak mesti diserahkan pada saat akad perkawinan berlangsung. 

Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan, namun 

dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.
58

 

5. Hikmah Perkawinan 

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan 

berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat 

manusia. 

Adapun hikmah perkawinan adalah:  

a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk 

menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi 

segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram 

dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. 

b) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta 

memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 

c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

                                                           
58

Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 84. 



41 

 

 

 

d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat 

bakat dan pembawaan seseorang. 

e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, 

sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung 

jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya. 

f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan 

memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui 

ditopang, dan ditunjang. 

6. Batas usia perkawinan 

a. Batas usia perkawinan dalam fiqh (Islam) 

Perkawinan adalah penelitian yang sah antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuanuntuk waktu yang lama.
59

 Perkawinan 

merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 

segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi 

kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 

perzinahan. Namun orang yang berkeingginan untuk melakukan 

pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan 

nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, 
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orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atas penghalang dari 

berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.
60

 

Dalam musyawarah fikih (Islamic jurisprudence), tidak 

ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas kawin. Karenanya, 

menurut fiqh, semua tingkatan umur dapat melangsungkan 

perkawinan. Pada dasarnya, mengacu pada Nabi Muhammad SAW 

sendiri yang menikah dengan Aisyah Ketika ia baru berumur 6 tahun, 

dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun. 

Ulama fikih (fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas 

usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa 

Allah SWT massa iddah (massa tunggu) bagi istri anak-anak 

(saghirah) yang diceraikan itu 3 bulan. 

Dalam hal ini Ulama fikih (fuqaha) bahwa tolak ukur 

kebolehan saghirah untuk ―digauli‖ ialah kesiapannya untuk 

melakukan ―aktivitas seksual‖ (wath’iy) berikut segala 

konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang 

ditandai dengan tibanya pubertas.
61

 

Sahnya perbuatan menurut hukum islam adalah memenuhi dua 

unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (Tiang) 

sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan 
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hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun 

dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui rukun dan syarat 

perkawinan menurut hukum islam. 

Perbedaan antara rukun dan syarat, khusunya dalam masalah 

perkawinan, memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini, maka 

tidak mengherankan jika berkenaan ikhwal rukun dan syarat nikah, 

ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam 

rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan 

lima rukun nikah, yaitu: 1) Wali perempuan, 2) Maskawin, 3) Suami, 

4) Istri, 5) Sighat akad, kebanyakan ulama syafi‘iyah menyebutkan 

lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda 

dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) Istri, 3) Wali, 4) Dua 

orang saksi. 5) Sighad akad.
62

             

b. Batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia 

Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya 

menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
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Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai 

asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang 

perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipetuhi oleh semua 

warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia 

yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang 

cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No. 16 

Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak 

negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak 

terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak 

pendidikan, dan hak sosial anak. 

Penegasan berikunya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu 

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ―untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua‖. 

Meskipun batasan usia minimal yang akan melangsungkan 

perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini 

ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila dikaitkan 

dengan pendapat Desmita (2008) bahwa usia 18-21 tahun itu belum 

termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong 

kedalam tahap remaja akhir, hal bisa saja dijadikan sebagai 
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pertimbangan dalam menetapkan Pasal 6 Ayat (1) dalam UU ini. Izin 

orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang 

dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh 

Kantor Urusan Agama.
63

       

7. Dispensasi Perkawinan 

1. Pengertian Dispensasi perkawinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi 

artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; 

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
64

 

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah 

perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang 

akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan 

Undang-Undang Perkawinan. 

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya 

pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan. Menurut W. F. Prins dan R. Kosim dispensasi adalah 

tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan 

perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang 
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istimewa (relaxation legis). Jadi dispensasi bertujuan untuk 

menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. 

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para 

calon mempelai dan atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan 

izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan 

izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak 

setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon. 

Permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. 

Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi 

oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang 

tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah 

karena alasan dari anak. 

Untuk mencapai tujuan perkawinan, menekan angka 

perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk 

mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip 

bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan 

raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 

dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan 

perempuan sama-sama 19 tahun). Oleh karena itu, perkawinan di 

bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-
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pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, 

terutama pihak keluarga.
65

 

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal 

penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang 

tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Orang 

tua atau wali calon pengantin laki-laki dan wanita yang belum 

mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan DK ke 

pengadilan. Dengan kata lain, calon pengantin laki-laki atau wanita 

yang belum memenuhi batasan usia yang ditentukan, maka hanya 

dapat dilangsungkan perkawinannya setelah orang tua calon 

pengantin laki-laki dan wanita mendapatkan izin DK dari 

pengadilan.
66

  

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi 

kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya 

meliputi tempat tinggal orang tua dan atau anak yang dimohonkan 

dispensasi perkawinanya.
67
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Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap 

warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat Undang-Undang 

(pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas 

minimal usia perkawinan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, baik bagi 

laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan 

keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya 

perkawinan di bawah umur. 

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan 

sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari 

pengadilan. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah 

persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan 

permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan 

pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya 

pertimbangan secara syar‘i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan 

termasuk Kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan 

permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan 

tujuan Syariah Islam. 

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan 

Didalam Undang-Undang perkawinan sudah dijelaskan dan 

ditetapkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan menikah apabila 

kedua belah pihak sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan yaitu 
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umur 19 tahun, selain itu terdapat ketetapan dalam KHI bahwa bagi 

pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah umur 21 

tahun diharuskan untuk mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 6 Ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
68

 

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aturan hukum 

yang menjelaskan batas usia minimum untuk calon mempelai nikah 

dibawah umur, sehingga dalam hal ini, Hakim memilki ijtihad atau 

pertimbangan hukum itu sendiri untuk dapat memutuskan 

permohonan dispensasi tersebut. Dimana hakim dapat mengabulkan 

atau menolak permohonan tersebut.
69

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi kawin merupakan 

sebuah penyimpangan dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan. Penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) ini diatur dalam 

Pasal Ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap Ayat 

(1) Pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama 

ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, selain 

dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di 

bawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan 
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Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat 

perkawinan.
70

 

Apabila calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan 

pula calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun hendak 

melakukan pernikahan maka wajib menerima pengecualian asal 

Pengadailan kepercayaan. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka 

di Ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh orang tua laki-laki pria maupun 

wanita kepada Pengadilan kepercayaan yang yurisdiksi wilayahnya 

berada pada wilayah kawasan tinggalnya, dan juga terdapat hal-hal 

yang memungkinkan buat memberikan dispensasi kawin, maka 

Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu 

penetapan.
71

 

Aturan mengenai dispensasi kawin telah diatur secara khusus 

di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohon Dispensasi Kawin yang dapat dijadikan pedoman oleh 

setiap hakim di Pengadilan yang mana prinsipnya adalah 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. 

3. Prosedur Dispensasi Perkawinan 

Didalam peraturan mengenai perkawinan yakni Kompilasi 

Hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan 
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secara mendetail mengenai batas minimal untuk melangsungkan 

pernikahan di bawah umur, oleh sebab itu hakim memiliki wewenang 

penuh dalam mengabulkan ataupun menolak perkara dispensasi 

kawin.
72

 

Dispensasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Agama yang berwenang atau pejabat lain yang 

diminta oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki maupun 

perempuan. Persyaratan administrasi pendaftaran untuk 

mempermudah proses pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Kelas II krui Lampung Barat adalah sebagai 

berikut: 

1. Surat Permohonan dibuat rangkap 3 disertai softcopy 

(CD/flashdisk);  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon (Nasegel 

Pos);  

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Nasegel Pos);  

4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon (Nasegel Pos);  

5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami dan isteri (Nasegel Pos) 

6. Fotokopi KTP calon suami dan isteri (Nasegel Pos);  
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7. Fotokopi Ijazah calon suami isteri terakhir atau surat keterangan 

dari desa bila tidak lulus Sekolah Dasr (SD) (Nasagel Pos); 

 8. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

(Nasegel Pos);  

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi dari Dokter 

Kandungan (Nasegel Pos); 

 10. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan 

Perlindungan Anak.
73

 

Pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan yang berwenang dapat 

dilakukan sebagai berikut:   

1. Apabila terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, maka 

diajukan di pengadilan menurut agama anak 

2. Apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, 

maka pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali 

calon suami ataupun calon istri.       

4. Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin  

1. Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah 

menerbitkan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili 

permohonan Dispensasi kawin untuk memberikan payung hukum 

terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai 
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sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi Hak Anak yang 

menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan 

berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. 

3. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses 

pemeriksaan permohon dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari 

ruangan lingkup persyaratan administrasi,pemeriksaan 

permohonan,hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangan oleh 

hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi 

kawin. 

4. Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin,hakim harus 

memberikan nasihat-nasihat terlebih dahalu kepada para pihak sebelum 

memberikan penetapan,yaitu nasihat yang terkait dengan resiko 

perwainan,seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, 

kesehatan reproduksi, dampak ekonomi,sosial,dan potensi kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) 

5. Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa 

perkara dispensasi kawin,dimana hal ini juga bersesuai dengan pasal 7 

ayat (3) UU perkawinan yang menyatakan pengadilan wajib 

mengdengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.
74
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